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ABSTRAK 

TINJAUAN PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN 

(SPT) MANUAL DENGAN E-SPT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 

Oleh : MAYA OKTARIA 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 247 Pekanbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan 

SPT secara manual dan e-SPT, mengetahui bagaimana perbandingan sistem 

pelaporan SPT Manual dan e-SPT serta kendala dan upaya yang dalam pelaporan 

SPT manual dan e-SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan yang melaporkan SPT dalam bentuk e-SPT cukup banyak 

dibandingkan Pelaporan SPT Manual. Ada beberapa poin yang membedakan 

sistem pelaporan SPT Manual dengan e-SPT yaitu cara pengisiannya, sistem 

identifikasi dan metode pembayaran maupun pelaporannya. Adapun kendala 

dalam pelaporan SPT Manual yaitu kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu 

sendiri dalam hal melaporkan SPT baik secara manual maupun elektronik; 

panjangnya antrian pada saat pelaporan secara manual; koneksi yang kurang baik 

pada saat pelaporan secara eloktronik. 

 

Kata Kunci:  Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dan E-SPT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah pajak, 

penerimaan pajak ini digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan 

pembangunan nasional yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut 

perlu banyak memperhatikan masalah dana untuk pelaksanaan pembangunan. 

Untuk menggali dan mengembangkan sumber dana dalam pelaksanaan 

pembangunan, pemerintah harus benar-benar selektif dengan mengutamakan 

sumber-sumber yang bersifat prioritas dan potensial. Sumber-sumber dana 

tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Peran aktif dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam pembayaran 

pajak, peran aktif ini berarti Wajib Pajak telah berkontribusi dalam upaya 

kemandirian pembiayaan pembangunan. Selain itu, pajak juga memberikan 

sumbangan yang sangat besar bagi APBN. Untuk dapat memaksimalkan 

penerimaan pajak, maka perlu dilakukan upaya-upaya nyata dari pihak terkait 
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dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan 

peningkatan atau penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Bentuk 

penyempurnaan sistem perpajakan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 

Sedangkan bentuk penyempurnaan mekanisme perpajakan antara lain dapat 

dilihat pada penyederhanaan prosedur administratif dengan diberlakukan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk semua jenis pajak dan mekanisme 

perhitungan sendiri dan penyeragaman tarif pajak serta melakukan upaya 

lainnya. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment 

System, dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang dengan menghitung, membayar, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT). SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek 

Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan 

lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan. 
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Pelaporan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan karena 

Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa kertas (hardcopy) dalam 

jumlah yang cukup banyak kepada KPP. Dalam kepatuhan penyampaian SPT 

masih ditemui beberapa permasalahan seperti Wajib Pajak terlambat atau 

tidak menyampaikan SPT, antrian penyampaian SPT dari Wajib Pajak yang 

memasuki jatuh tempo pelaporan, SPT tidak lengkap, proses perekaman data 

memakan waktu yang cukup lama dan petugas perekaman data SPT yang 

jumlahnya terbatas sehingga pelaporan SPT menjadi lambat. Untuk 

membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, 

tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi 

perpajakan. Salah satu penerapannya menggunakan elektronik Surat 

Pemberitahuan (e-SPT). E-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

kemudahan dalam menyampaikan SPT. 

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan 

teknologi dengan pelayanan yang berbasi e-system seperti e-Filing, e-

Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme 

control yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan pelaksanaan good governance. 

Dengan adanya e-SPT, Wajib Pajak maupun petugas perekaman data 

SPT dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak 

tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT, sekarang 
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pelaporan SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. 

Penggunaan e-SPT lebih mudah dibandingkan dengan pelaporan SPT secara 

manual, karena data-data Wajib Pajak tersimpan secara elektronik bukan 

dalam bentuk kertas yang bisa berlembar-lembar dan tidak praktis serta 

merepotkan dalam penyimpanan. 

Namun fenomena saat ini masih ada Wajib Pajak yang belum 

mengaplikasikan e-SPT. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi dari Direktorat 

Jenderal Pajak yang minim dan menyebabkan rendahkan pengetahuan Wajib 

Pajak mengenai teknologi baru (internet) untuk melaporkan SPTnya, 

sehingga Wajib Pajak berasumsi bahwa menggunakan e-SPT lebih susah 

daripada dengan manual. Sosialisasi dari DJP sangatlah penting, karena 

dengan adanya sosialisasi e-SPT ini dapat menambah pengetahuan Wajib 

Pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi 

mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi masih ada Wajib 

Pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait 

dengan peraturan perpajakan. 

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan 

SPT Manual dan e-SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Manual dan E-SPT  

Tahun 2015-2019 

Tahun 
Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Melapor SPT 

Manual 

Wajib Pajak 

Melapor e-SPT 

2015 100.619 31.054 39.621 

2016 107.778 43.738 40.041 

2017 117.110 3.235 39.210 

2018 123.973 271 10.415 

2019 131.737 55 2.864 

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (2020) 

Dari data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap 

tahunnya meningkat. Jumlah pelapor e-SPT lebih banyak dibandingkan 

pelapor SPT Manual, karena pelaporan e-SPT dinilai lebih efektif. Yang 

semula Wajib Pajak harus menyampaikan SPT ke KPP secara langsung, tapi 

sekarang dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Selain 

itu, penggunaan e-SPT dapat mengurangi beban proses administrasi laporan 

pajak menggunakan kertas. 

Kelebihan e-SPT yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat 

dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Disket, data perpajakan 

terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data 

perpajakan dengan baik dan sistematis, perhitungan dilakukan secara cepat 

dan tepat karena mengutamakan sistem komputer, kemudahan dalam 

membuat laporan pajak, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap 

karena permohonan formulir dengan menggunakan komputer, menghindari 

pemborosan penggunaan kertas. 

Perbedaan SPT Manual dengan e-SPT terletak pada cara pengisiannya. 

SPT konvensional diisi dengan menuliskan setiap data secara manual pada 
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formulir yang telah ditentukan, sedangkan e-SPT telah disesuaikan dengan 

sistem administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh Wajib 

Pajak dapat dipungut secara otomatis. 

Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Tinjauan 

Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan e-

SPT Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT 

Manual dan e-SPT Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan? 

2. Bagaimana perbandingan sistem pelaporan SPT Manual dan e-SPT di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan? 

3. Apa kendala dan upaya dalam pelaporan SPT Manual dan e-SPT Di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan yang dicapai adalah: 
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1. Untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT Manual dan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Senapelan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan sistem pelaporan SPT Manual 

dan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan. 

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaporan SPT 

Manual dan e-SPT Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Senapelan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan 

sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja. 

2. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan hal-

hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia, dan sebagai 

sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan 

datang. 

3. Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan 
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kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada KPP 

Pratama Pekanbaru Senapelan. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan Sudirman 

Nomor 247 Pekanbaru. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari 2020 sampai 

dengan September 2020. 

1.4.2 Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari responden melalui penelitian lapangan. Adapun data primer 

yang diperlukan adalah data jumlah Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT secara manual dan e-SPT. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara seperti buku-buku, 
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laporan, catatan dan dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

1.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 

melakukan penulisan laporan ini adalah dengan metode sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara 

mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berhubungan 

langsung dengan permasalahan penelitian penulis. 

b. Interview 

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan 

wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara 

langsung dan terbuka kepada Kepala Seksi dan Staf yang berada 

pada Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

(PDI) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

c. Dokumentasi 

Suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar  dan lain 

sebagainya. 
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1.4.4 Analisis Data 

Setelah data-data tersusun secara sistematis, maka penulis 

melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan 

pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan 

deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang 

sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah 

penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 

sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini 

bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab 

sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan yang berisi 

tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, uraian 

tugas dan wilayah kerja. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan 

menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-

saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

2.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beralamat di 

Jalan Sudirman Nomor 247 Pekanbaru. Kantor Pemerintahan ini di bagian 

barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Soeman HS, bagian timur 

berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagian utara bersebelahan dengan Bank Riau 

Kepri dan bagian selatan bersebelahan dengan Kantor Wilayah. 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pelayanan pajak; 

b. Penyuluhan pajak; 

c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; 
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f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 

perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan; 

h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan 

pengenaan; 

i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak; 

k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

l. Pemeriksaan pajak; 

m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak; 

o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; 

p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak; 

q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka 

pengampunan pajak; 

r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

u. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan, dan 

v. Pelaksanaan administrasi kantor. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki 

wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru, yaitu: 
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1. Kota Pekanbaru; 

2. Kecamatan Senapelan; 

3. Kecamatan Sail; 

4. Kecamatan Lima Puluh Kota; 

5. Kecamatan Rumbai; 

6. Kecamatan Rumbai Pesisir, dan 

7. Kecamatan Tenayan Raya. 

 

2.2 Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

Kantor pemerintahan ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah 

pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap 

masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberi kepuasan, kenyamanan, 

kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan. 

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 

melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan 

kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas.Hal 

ini ditandai dengan reformasi di bidang Peraturan Perundang-undangan 

dengan menerapkan Self Assessment System serta perubahan struktur 

organisasi yang telah mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, 

dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada 

tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan 
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Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan 

dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Besar dan Kantor 

Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan 

Meteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil 

XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. 

 

2.3 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

1. Visi 

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem 

manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat. 

2. Misi 

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu 

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi. 
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2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi  

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (2020) 

 

 

 

 

Kepala KPP 

Pratama Senapelan 

Seksi Pelayanan 

Seksi PDI 

Seksi 

Ekstensifikasi 

Seksi Penagihan 

Seksi 

Pemeriksaan 

Seksi 

Pengawasan dan 

Konsultasi 

Sub Bagian Umum 

dan Kepatuhan 

Internal Kelompok Jabatan 

Fungsional 

 

Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi I 

Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi II 

Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi III 

Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi IV 



 

 

 

17 

2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

Adapun tugas pokok dari masing-masing Bagian pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di 

semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, 

pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya 

terbentuknya kerjasama yang efisien dan tercapainya tujuan kerja. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan 

pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian 

intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil 

pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 

informasi perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, 

melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan 

dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, 
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melakukan pengelolaan kinerja organisasi  dan pengelolaan risiko, serta 

melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan. 

4. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, 

melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 

melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

5. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan 

tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan 

penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 

melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi 

administrasi perpajakan, sserta melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen penagihan. 

6. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan 
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lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas 

pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan 

dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau 

penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan 

kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor 

dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, 

melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, 

melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, 

melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan 

kegiatan penilaian. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 

proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan 

Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan 

ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian 

bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun 

masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 
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9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing 

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, 

melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan 

analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak 

dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 

kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak 

lanjut pengampunan pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 

lebih banyak memilih melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT  

dibandingkan pelaporan SPT secara manual, karena e-SPT dinilai lebih 

efektif.  

2. Terdapat beberapa poin yang membedakan sistem pelaporan SPT 

manual dan e-SPT yaitu; (a) sistem pengisiannya, yang mana pada 

pelaporan SPT manual data Wajib Pajak pada formulirnya diisi secara 

manual sedangkan pada e-SPT data Wajib Pajak secara otomatis sudah 

tertera pada sistem; (b) sistem identifikasi, pada pelaporan e-SPT Wajib 

Pajak harus memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut e-FIN 

(elektronic Filing Identification Number); (c) metode pembayaran dan 

pelaporan, pembayaran dan pelaporan SPT Manual mewajibkan Wajib 

Pajak untuk datang langsung ke KPP atau melalui pos, sedangkan 

dengan e-SPT Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan dimana 

dan kapan saja selama ada koneksi internet. 

3. Adapun kendala dalam pelaporan SPT Manual dan e-SPT yaitu: (a) 

kurangnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam hal melaporkan 

SPT, baik secara manual maupun elektronik; (b) Panjangnya antrian 
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pada saat pelaporan secara manual, sedangkan saat pelaporan 

menggunakan e-SPT sistem terkendala karena masalah koneksi yang 

terbatas dan kurang didukung oleh sarana teknologi yang memadai; (c) 

Pelaporan secara manual memakan waktu yang lama karena petugas 

perpajakan yang terbatas, sedangkan untuk pelaporan menggunakan e-

SPT Wajib Pajak itu sendiri enggan untuk memakai aplikasi e-SPT 

tersebut. 

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan untuk meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

yaitu: (a) dengan cara melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan 

memberikan penjelasan mengenai pelaporan SPT, baik pelaporan SPT 

secara manual maupun elektronik; (b) melakukan pemantauan dan 

pengawasan dimana adanya pegawai yang ditunjuk untuk memeriksa 

Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT; (c) mengikuti kegiatan 

Relawan Pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya 

meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui pelatihan maupun 

seminar mengenai pelaporan SPT secara manual maupun e-SPT 
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sehingga Wajib Pajak dapat memahami sistem perpajakan guna 

meningkatkan kesadaran untuk melaporkan pajaknya. 

2. Perbaiki kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penyuluhan. 

4. Pelatihan bagi pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk 

memperdalam kemampuannya dalam menangani masalah yang mungkin 

timbul saat proses pelaporan SPT. 

5. Bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

diharapkan untuk dapat lebih aktif lagi untuk menggali informasi 

mengenai perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara pelaporan SPT secara Manual dan e-SPT di KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan? 

2. Apa yang membedakan pelaporan SPT manual dengan e-SPT? 

3. Apakah masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual? 

4. Apa yang menjadi faktor Wajib Pajak dalam memilih pelaporan SPT secara 

manual? sedangkan sekarang sudah ada sistem e-SPT yang lebih mudah. 

5. Apa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memilih pelaporan e-

SPT? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT secara 

manual dan e-SPT? 

7. Apa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan  untuk 

meningkatkan pelaporan SPT? 
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